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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2025-2029

BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang
dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di
wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah
memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar
Lampung Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-

2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun sesuai periodesasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota
Bandar Lampung tahun 2025-2045 atau tahapan RPJMD terakhir periode
jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015,
dan 2025-2029). Memperhatikan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 2 TAHUN 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka untuk periodesasi RPJMD Kota
Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang
merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti
dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan
Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan
Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah,

dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan
dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat

daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar



Lampung, Peraturan Wali kota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar
Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra
Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar
Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota

Bandar Lampung.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan
tupoksi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen
rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5
(ima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar
Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung  yang
digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan
pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas
pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta
peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi
Kota Bandar Lampung, yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman,
Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk

Kemakmuran Rakyat”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut :



Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara
(Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
484);

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode
Tahun 2024-2029 ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447 ) dan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verfiikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 17 tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2025 - 2045;



16.

17.

18.

19.

Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 02 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 12 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2025-2045;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-

2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana

Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5

(ima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-
2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1.

Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai institusi perencanaan
pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar
Lampung Tahun 2025-2029;

Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas



pokok

dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencana

pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1

BAB 11

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan

hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan
struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sumber
daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun
sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Dikemukakan
permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ; telaahan visi, misi, dan
program wali kota dan wakil wali kota terpilih; telaahan Renstra
Kementerian PPN/Bappenas; Renstra Dinas Sosial Provinsi
Lampung; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

jangka menengah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .



BAB IV

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. ini
dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi
perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan wuntuk dapat
melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara
lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan
dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala
aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian
pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat
mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu
Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara

optimal.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 45 Tahun 2021, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung
Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial

Kota Bandar Lampung, dilaksanakan oleh :
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1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
daerah di bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan
rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial

sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)
Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas;

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial,
pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta
kesejahteraan sosial,

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

d. Pembinaan koordinasi dan pengendalian di bidang pemberdayaan
sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial
serta kesejahteraan sosial;

e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota;

2. Sekretariat

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas di
bidang Kesekretariatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris
mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis ketatausahaan,;
2. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;

4. Pengelolaan urusan keuangan;

12



5. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. JF Perencana

JF Perencana mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Program dan
Informasi;

b. Menghimpun dan menyusun program kegiatan, anggaran dan informasi
Dinas;

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program
kegiatan Dinas;

d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan
Laporan Kerja kegiatan Dinas;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan
kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan,
pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan
(hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan rapat - rapat
Dinas;.

c. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan
administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan
rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan,
sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun,;

d. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan danpenjadwalan
retensi dan pemusnahan arsip;

e. Penyusunan laporan analisis bahan kerja pegawai dan analisis jabatan;

13



f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :

(1)

(2)

(3)

Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Keuangan dan Aset;
Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan
anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji,
perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan asset milik daerah;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
Melakukan penyelesaian tindaklanjuti hasil pemeriksaan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin seorang Kepala Bidang dalam
melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan sumber Dana
serta Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Sosial meliputi Pemberdayaan
dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber
Dana serta Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;

b. Penetapan Kriteria dan Prosedur Pelayanan Kebijaksanaan di bidang
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial
Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kejuangan;

c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi
terkait;

Pelayanan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran

Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan,
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(4)

6.

Keperintisan dan Kejuangan;

Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program,;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Dalam menyeleggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2), Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh:

a. JF. Penyuluh Sosial ;

b. JF. Penyuluh Sosial;

c. JF. Penyuluh Sosial.

Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala bidang.

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan kesejahteraan
sosial keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi dan
perlindungan kesejahteraan keluarga (KPKK) terhadap keluarga yang
bermasalah sosial psikologi dan kekerasan keluarga serta memberikan
perlindungan terhadap keluarga/ anggota keluarga dari ancaman,
tekanan, tindakan kekerasan atau perlakuan salah dari pihak lain;
Memberdayakan Kelembagaan keluarga dengan sasaran pranata sosial,
perkumpulan keluarga, berlatar belakang budaya, etnis, agama dan
lainnya dalam rangka meningkatkan keberfungsian kelembagaan
keluarga/ masyarakat sebagai pranata sosial;

Memberdayakan sosial keluarga dengan sasaran keluarga pada
umumnya, keluarga rentan, masyarakat dan perorangan yang peduli
terhadap penanganan permasalahan keluarga yang diarahkan untuk
meningkatkan tanggungjawab sosial keluarga;

Meningkatkan peran dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial

masyarakat melalui Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Kelompok-
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kelompok sosial tingkat lokal/ Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat (WKSBM) serta kerjasama lintas sektor dan Dunia Usaha;
Membantu proses perizinan Kelembagaan Sosial,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

7. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas ;

a.

Menyiapkan bahan dalam rangka Penggalian Dana Masyarakat untuk
usaha Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Menyiapkan bahan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundangan
dan Kebijakan Pemerintah di bidang sumbangan sosial dan penyebaran
informasi melalui media cetak dan elektronik termasuk brosur/ leaflet;

Membantu proses perizinan penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
Membantu melaksanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang atau
barang dalam rangka usaha kesejahteraan sosial,;

Menyiapkan bahan kajian efek negatif dari penyelengaraan undian gratis
berhadiah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
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8.

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

(1)

(2)

(3)

Melakukan identifikasi dan dokumentasi nilai kepahlawanan,
keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi mengenalkan nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka
pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,
kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

Mengkoordinasikan pemberian bantuan kepada keluarga Pahlawan,
Perintis dan Pejuang;

Menyiapkan bahan dalam rangka pendayagunaan sumber dan potensi
kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan kejuangan;
Membantu Pemberdayaan Keluarga Pahlawan, Printis Kemerdekaan
dan pejuang;

Mengkoordinasikan Pemeliharaan dan Pemugaran Taman makam
pahlawan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial meliputi Pelayanan Sosial Anak, Pelayanan Lanjut
Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial serta Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial
Korban Narkoba;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
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Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan

rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna
sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;

a. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan di bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut
usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan
rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial
korban narkoba;

b. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan di bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak,
pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan

rehabilitasi sosial korban narkoba;

d. Penyelenggaraan pelatihan sosial di bidang Pelayanan sosial anak
pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan
rehabilitasi sosial korban narkoba;

e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat
(2) dan (3), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh:
a. JF. Penyuluh Sosial;
b. JF. Penyuluh Sosial;
c. JF. Penyuluh Sosial
Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala bidang.

10. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya meningkatkan kelangsungan

hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak;
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11.

Menyiapkan bahan sosialisasi pencegahan dalam upaya pencegahan,
perlindungan hak anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah,
ekploitasi dan perlakuan diskriminasi;

Menyiapkan bahan dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat
penanganan masalah sosial anak;

Menyiapkan bahan koordinasi untuk pengajuan bantuan dan pemberian
hak-hak kepada penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan
memberikan kemudahan dalam akses fasilitas pelayanan publik dan
pelayanan sosial;

Menyiapkan bahan pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat
melalui bimbingan sosial dan ketrampilan kerja serta bantuan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta
pengembangan budaya kewirausahaan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

Memfasilitasi peningkatan fungsi sosial terhadap gelandangan,
pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandangan psikotik,
dan waria;

Memfasilitasi Pelayanan Sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS;
Menyiapkan bahan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, bekas
narapidana, wanita tuna susila, gelandang anpsykotik, dan waria;
Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penangaan upaya
rehabilitasi Tuna Sosial,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

12. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

b.

Memulihkan Fungsi sosial korban Narkoba melalui kegiatan bimbingan
sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomi produktif;

Meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap
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13.

(1)

(2)

(3)

penyalahgunaan narkoba;

Menyiapkan bahan pembinan terhadap fasilitasi dan rehabilitasi korban
Narkoba;

Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan rehabilitasi
korban narkoba;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, meliputi
bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban
bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir
miskin dan jaminan sosial;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berfungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bantuan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan,
bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;

b. Penetapan Kriteria dan Prosedur Pelayanan di bidang Bantuan sosial
korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak
kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;

c. Pelaksanaan Pelayanan, pembinaan dan Koordinasi Kebijakan di
bidang Bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial,
bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan
jaminan sosial;

d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh:
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a.
b.

C.

JF. Penyuluh Sosial ;
JF. Penyuluh Sosial;
JF. Penyuluh Sosial.

Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala bidang.

14. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

Memfasilitasi pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan

bencana sosial,

. Menyiapkan data dan informasi bencana alam dan bencana sosial;

Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi kemitraan dalam

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka

pengembangan kemampuan dan penguatan kemandirian korban
bencana;
Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,;

15. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan

Program;

.Menyiapkan data dan informasi dalam upaya penanggulangan

korban tindak kekerasan;

. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penanggulangan

korban tindak kekeraan;

. Memfasilitasi pemberian bantuan ketrampilan usaha dan modal

usaha,;

. Menyiapkan bahan dalamupayapemulihan dan  pengembangan

kemampuan psikologis;
Menyiapkan bahan dalam upaya pengembalian semangat pemulihan

fungsisosial;
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16.

17.

(1)

(2)

(3)

g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan
program;

b. Menyiapkan data dan informasi dalam upaya bantuan fakir miskin dan
jaminan sosial;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka
pemberian bantuan fakir miskin dan jaminan sosial;

d. Menyiapkan bahan dalam bimbingan sosial dan keterampilan kerja
serta pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga
binaan sosial;

e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi
sosial daerah kumuh;

f. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan jaminan kesejahteraan
sosial serta asuransi kesejahteraan sosial,;

g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas di bidang Kesejahteraan Sosial meliputi permakaman, Data

dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Keagamaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada ayat (2), Bidang

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Perumusan teknis kebijaksanan di bidang Permakaman, Data dan
Informasi serta Keagamaan;

b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan bidang Pemakaman, Data

dan Informasi serta Keagamaan;
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C.

d.

e.

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang permakaman Data
dan Informasi serta Keagamaan;
pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(4) Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud

ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kesejahteraan Sosial dibantu oleh :

a. JF. Penyuluh Sosial ;

b. JF. Perencana;

C.

JF. Penyuluh Sosial.

Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala bidang.

18. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

a.

Meyiapkan data dan informasi terkait lokasi Permakaman;

b. Menyusun perencanaan terkait persiapan lokasi Permakaman yang

dikelola oleh pemerintah dan masyarakat;

. Membantu menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengawasan

permakanan umum milik pemerintah dan masyarakat;

. Menyusun petunjuk teknis dan perizinan penggunaan permakaman

umum milik pemerintah;
Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,;

19. JF Perencana

JF Perencana mempunyai tugas:

a.

b.

C.

Menyiapkan data dan informasi serta Pelayanan data terkait
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Non PSKS;
Mengoordinasikan Pelaksanaan Pelayanan data dan Pemberian
informasi Kesejahteraan Sosial;

Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
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d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

20. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:
Menyusun kebijakan teknis di bidang kegiatan Kesejahteraan Keagamaan,;
b. Mengumpulkan Data Informasi terkait lembaga-lembaga/ organisasi
keagamaan;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan di bidang kegiatan
keagamaan dan lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan;
d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terkait Keagamaan dengan
instansi terkait;
e. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025
KEPALA DINAS
AKLIM SAHADLS Kom.MM SEKRETARIS
NIP. 19740615 199703 1 003
SANTOSO ADHY §, SEMM
KELOMPOK JABATAN NIP. 19680916 199703 1 001
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN ARPERENCAT JF ANALIS KEUANGAN
KEPEGAWALIN DARUL KHOTNL §. SosMM PUSAT & DAERAH
[ [ JULIZAR YAHANDA, SH NIP. 19710725 199103 1 002 RUSHAY, $Ag
KEPALA Bm,\:gs II)RIBERDAYAAN T NIP. 19840722 200902 1 003 NIP. 19730802 200801 1011
PELAYANAN DAN
PUSPASARL SEMM i T
NIP. 19730927 200003 2 001 z
SRIWATL S.pd KEPALA BIDANG BANTUAN DAN KEPALA BIDANG
NIP. 19690611 199703 2 004 JAMINAN SOSIAL KESEJAHTERAAN SOSIAL

PENYULUH SOSIAL

N PENYULUH SOSIAL
DEWIALINA, S.Sos. MM i
NIP. 19690621 199402 2 002
PENYULUH SOSIAL |

PENYULUH SOSIAL

i SUHERL, 8.S0s, MM

NIP. 19690101 199803 1 014

PENYULUH SOSTAL |

SUSILAWATI, SE, MM
NIP. 19700629 200902 2 002

PENYULUH SOSIAL

PENYULUH SOSTAL

UPTD

;
FERY IARTAWIIAYA, S i MEAVISS. Ag ML Ag
PRSI i NIP, 19711026 2003121 007
PENYULUH SOSIAL PENYULUH SOSIAL
o
ELVIRA YUSNA M,S. Sos. MM | YUSNAN §.80s. MM
NIP. 19700323 1995032005 | NI, 19700426 199003 2 004
PENYULUH SOSIAL - PENYULUH SOSIAL
DIAH EKO ERMA WANTL §.Sos |
NIP, 19720508 199803 2008 !
i PENYULUH SOSIAL
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GAMBAR ALUR SOP PELAYANAN

ALUR PELAYANAN PUBLIK

“
\ Datang langsung pada Unit Pelayanan Dinsos

.

Petugas meneruskan pada Sub Unit Layanan
Pl stk sorsind dubaran i aia=

-‘

Pelnvannn elecni ditindnklaninti

GAMBAR ALUR KONSULTASI

ALUR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Email, Whatsaop Web, Medsos / datana lanasuna pada loket penaoduan Dinsos

Petugas meneruskan pada Pengelola aduan

Penaoduan telah selesai ditindoklaniuti
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2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang melaksanakan tugas pada Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang yang terdiri dari 29 Orang
ASN dan 17 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) diantaranya :Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag - Kasubbag, Kasi- Kasi, Staf
dan TKS.

1) Berdasarkan Golongan
Adapun Penjelasan dari Sumber Daya Manusia tersebut yaitu :
Susunan Jumlah Pegawai berdasaran Golongan dapat dilihat pada tabel
2.1. tentang Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki
Jabatan Struktural sebagai berikut:.

Tabel 2.1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025

No Golongan A B C D Jumlah
1 I\Y 12 2 0 0 14
2 11 5 1 6 3 15
3 II 0 0 0 0 0
4 I 0 0 0 0 0
Jumlah 29
5 |[TKS | o] o | o | o 17
Seluruh Pegawai 46

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa

1. GolonganIa s/dId Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
a. Golongan I a sebanyak O orang.
b. Golongan I b sebanyak O orang
c. Golongan I ¢ sebanyak. O orang
d. Golongan I d sebanyak O orang.
Jadi jumlah untuk Golongan la s/d 1 d sebanyak O orang.
2. Golongan Il a s/d II d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
a. Golongan II a sebanyak O orang.
b. Golongan II b sebanyak O orang
c. Golongan II ¢ sebanyak. O orang
d. Golongan II d sebanyak O orang.
Jadi jumlah untuk Golongan 2a s/d 2 d sebanyak O orang.
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. Golongan IIT a s/d III d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
a. Golongan IIl a sebanyak 5 orang.

b. Golongan III b sebanyak 1 orang.

c. Golongan III ¢ sebanyak 6 orang.

d. Golongan III d sebanyak 3 orang.

Jadi jumlah untuk Golongan 3a s/d 3 d sebanyak 15 orang.

. Golongan IV a s/d IV d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
sbb:

a. Golongan IV a sebanyak 12 orang.

b. Golongan IV b sebanyak 2 orang.

c. Golongan IV ¢ sebanyak O orang.

d. Golongan IV d sebanyak O orang.

Jadi jumlah untuk Golongan 4.a s/d 4. d sebanyak 14 orang

Pegawai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung sejumlah 17 Orang.

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial
yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 6 Orang dan yang
menduduki Jabatan fungsional 8 serta Jabatan sebagai Staf sebanyak 15
Orang dan yang menduduki Jabatan sebagai TKS sebanyak 17 Orang

dengan deikian seluruhan sumber daya sebanyak 46 Orang.

2) Berdasarkan Jabatan

Susunan Pegawaian berdasaran Jabatan dapat dilihat pada table 2.1.2.
tentang Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki Jabatan
Struktural sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan di Lingkungan
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025

NO JABATAN JUMLAH
1. Struktural 6
2. Jabatan fungsional 8
3. Staf 15
4, TKS 17
Jumlah 46
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1) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan

Struktural sebanyak 6 Orang .

2) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan

fungsional 8 Orang

3) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan

sebagai Staf sebanyak 15 Orang.

4) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan

sebagai TKS sebanyak 17 Orang.
5) Jumlah seluruh Pegawai sebanyak 46 Orang

3) Berdasarkan Pendidikan

Susunan Pegawaian berdasaran Pendidikan dapat dilihat pada table

2.1.3. tentang Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki

Jabatan Struktural sebagai berikut:
Tabel 2.3

Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No Pegawai Jumlah
1. |S3 0
2. | S2 14
3. |S1 15
4. | D3 0
5. | SLTA 0
6. | SLTP 0
7. |SD 0
Jumlah 29
1) Berdasarkan tabel Tabel 2.1.3 tersebut di atas bahwa
Berpendidikan S3 Tidak ada
2) Berdasarkan tabel tersebut Tabel 2.3 di atas bahwa
Berpendidikan S2 sebanyak 14 orang
3) Berdasarkan tabel Tabel 2.3 tersebut di atas bahwa
Berpendidikan S1 sebanyak 15 orang
4) Berdasarkan tabel Tabel 2.3 tersebut di atas bahwa
Berpendidikan SLTA sebanyak O orang
5) Berdasarkan table Tabel 2.3 tersebut di atas bahwa

Berpendidikan SLTP dan SD masing masing sebanyak O orang.

yang

yang

yang

yang

yang

29



2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada hasil pengisian Tabel T-C 23, dengan format sebagai berikut:

TABEL E.80. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2024

Urusan

.. | Target Capaian Unit
Kode Bidang/ Kondisi pada akhir Target Capaian Realisasi Capaian Rasio Capaian [Penanggung
NO Sasaran Rekening urusan Indikator Satuan Awal Tahun Jawab
Program/ Kinerja (2020) Perencanaan (2021 2022 (2023 (2024 (2025 (2021 2022 (2023 (2024 (2025 (2021 | 2022 |2023 [2024| 2025
Kegiatan (2024)
1 |Meningkatnya |1.06.04 [Program Persentase PPKS | Persen 70 84 73 | 74 | 80 | 84 | 90 | s6 | 31 |69,82| 73 [TW 1)|76.71| 41.89 | 87.2 [86.9| 3.4 | Dinas Sosial
PPKS yan Rehabilitasi ~ [Y20& kebutuhan
Keb tyh g al dasarnya
ebutuhan sosial terpenuhi 3,11
dasarnya. 1.06.05
terpenuhi Program
Perlindungan
dan Jaminan
[Sosial
2
Meningkatnya [1.06.04 [Program Persentase Persen 70 84 73 74 80 84 90 56 31 (69,82| 73 |(TW 1)|76.71| 41.89 | 87.2 | 86.9 3.4 Dinas Sosial
Kemandirian [Rehabilitasi Peningkatan
[Sosial sosial Jumlah PPKS 3,11
Masyarakat 1.06.05 yang menjadi
mandiri
Program
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Rata-rata Capian Kinerja 76.71| 41.89 | 87.2 | 86.9 3.4
Predikat Kinerja Tinggi| Sangat |Tinggi[Tinggi| Sangat
Rendah Rendah

30




2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

REKAPITULASI DATA POTENSI PERMASLAHAN KESEJHATERAAN SOSIAL( PPKS ) KOTA BANDAR LAMPUNG SUMBER

DATA : KECAMATAN SE-KOTA BANDAR LAMPUNG
) Z g - o <] JUMLAH
NO JENIS PMKS DAN g 3 5 ¢ B o | & g g 2| g : £ P P ’E 2 g
PSKS £ g > g P g é 5 g 2| F = & > > 2 =
=] q <] Z 17}
s Z a Q 2 . >
g & g g g 3 g S 5 2 @ 8 5
PPKS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ; 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Anak yang berhadapan 15 - 12 16 6 7 3 11 8 - 10 - 9 1 8 7 35 13 - - 161
dengan hukum
2 Anak Jalanan - 1 - 22 13 3 - 6 4 - 10 3 10 - 72
3 Anak yang menjadi korban 1 - - 1 2 2 1 4 3 1 6 14 - B B 35
tindak kekerasa atau
diperlakukan salah
4 Anak yang memerlukan 3 2 1 9 2 2 2 1 - 13 6 2 - 21 2 1 - 67
Eerlindungan
husus
5 Tuna susila 6 - 20 - 5 - 66| - - 12 2 1 - 15 1 1 - 129
6 Gelandangan 2 - 1 1 2 1 - 5 1 - - - 2 - 6 - 8 - 1 - 30
7 Pengemis 4 3 7 - 2 5 - 2 2 3 - - 3 1 1 - 5 23 1 35 97
8 Pemulung 43 15 30 30 39 44 37 41 34 22 42 27 21 7 22 21 140 38 52 25 730
9 kelompok minoritas 4 - 21 2 - 14 - 8 15 5 18 6 3 - 7 - 34 13 2 10 162
10 Bekas warga binaan lembaga 122 22 22 71 7 33 5 81 19 30 38 3 56 9 23 2 131 73 34 15 796
pemasyarakatan (BWBLP)
11 Orang dengan HIV//AIDS 4 2 - - 1 - 20 - - - 4 1 1 2 - 8 6 - - 31
(ODHA)
12 Korban penyalahgunaan 15 15 15 10 8 5 16 19 2 2 2 9 19 37 19 - 86 13 1 15 308
NAPZA
13 Korban Trafficking - 1 1 - - 3 5 R 8 B B B 18
14 Korban tidak kekerasan 1 - 1 1 1 1 - 6 - - - - 6 - 2 - 19
15 Pekerja migran bermasalah - - - - - - 3 - - - - 2 - - 2 - - - 7

sosial
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2 z g 2] < JUMLAH

NO JENIS PMKS DAN g 3 5 g B e 3 E s | 8 & P @ & ) &

PSKS g $ & = B g | g : g 2| & g & 2 e 8 & g

a = o [} 2 (7}

E = [=) < < a . >

B <

E ] g g ﬁ o g A 7] E 2 B

=z o ]

g ! Z g & g g Z = B E d E =
g g < g g 8 S (% 5 2 q & 5 3 JUMLAH

NO |JENIS PMKS DAN PSKS g g | a = | 2 |2 5y E . E E a 2 g g 2

5 2 g g g S| ¢ & g 2% Za e E B = >

= g8 3 B
16 Korban Bencana Alam 341 B B 156 3 109 B 349 | 512 19 - 1| 300 - 4 - 404 158 - - 2.626

0 0
0
17 Korban Bencana Sosial - - - 1 - 3 4 - - - - - - 1 - 1 - - - 10
18 Komunitas adat terpencil - - - 2 - - - - 2 1 - - 1 - 3 4 - - 5 18
19 Keluarga bermasalah sosial 15 4 10 14 B 4 B 3 9 11 7 - 7 15 22 - 51 - 32 - 204
psikologis
20 |Anak dengan kedisabilitasan 40 7 26 45 55 17 28 27 28 45 17 24 23 25 10 17 116 40 B 11 601
21 Anak terlantar 2 - 1 - - - - 31 - 1 5 - - 1 - 6 3 - - 50
22 Balita terlantar 1 - - - - - - 17 - 1 - - - - 1 1 1 14 - 36
23 Lanjut usia terlantar 5 B 5 5 - 1 1 120 6 B 1 3 1 1 E 6 22 191 B 368
24 Penyandang disabilitas 136 58 87 138 141 44 52 223 77 135 52| 112 94 126 60 57 501 121 2 59 2.275
25 Perempuan rawan sosial 433 39 60 187 5 21 6 295| 156 207 36 25 | 229 115 94 15 514 317 | 4.354 21 7.129
ekonomi

26 fakir miskin 5.827 | 1.902 9.715 4.625| 5.835[5.944 [9.018 | 4.020| 718| 17.997 | 6.066 |1.095 [8.404 | 4.128 | 8.431 | 3.119 | 31243 6.402 | 5.070 | 4.739 | 144.208
Jumlah 7.015 2.072 | 10.038 | 5314 | 6.103 |6.282(9.169 | 5.345 |[1.596 | 18.651 | 6.338 |1.419 [9.185 | 4.467 | 8.713 | 3.248 33.370| 7.249 | 9.768 | 4.935 | 160.277
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2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan (opsional)
Dinas sosial dalam menangani PPKS bekerja sama dengan Lembaga sosial
masyarakat yaitu:
1. Yayasan Aulia Rahma

2. Lembaga Sinar Jati

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarknan Tugas dan Fungsi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan
yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk
pengindentifikasian permasalahan yang ada selama proses penangan
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) sering kali mengalami habatan yang tak jarang
ada beberapa Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai rencana, hal ini dapat
dilihat pada tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut :
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TC.23 Pencapaian Kinerja Layanan dan Anggaran Realisasi Dana Layanan

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET
NSPK

TARGET
IKK

TARGET
INDIKATOR
LAINNYA

TARGET RENSTRA

REALISASI CAPAIAN

RASIO CAPAIAN

2021

2022 | 2023 | 2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022 2023 | 2024

2025

Jumlah warga negara
penyandan disabilitas
yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar
panti

40%

28%

18%

100%

100%| 100%| 100%

100%

3.45

24

35

30

3,45%)

24% 35% [ 30%

7%

Jumlah anak terlantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar

60%

28%

18%

100%

100%| 100%| 100%

100%

3.45

3,45%)

4% 6% 1%

4%

Jumlah warga negara
Lanjut usia Terlantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar
panti

40%

28%

15%

100%

100%| 100%| 100%

100%

3.45

28

29

3,45%

- 28% [ 29%

6%

Jumlah warga
negara/gelandangan dan
pengemis yang
memperoleh rehabilitasi
sosial dasar tuna sosial
diluar panti

60%

28%

15%

100%

100%| 100%| 100%

100%

49.50

43

89

147

150

49,50
Y%

43% 89% | 147%

150%

Jumlah warga negara
korban bencana
Kab/Kota yang
memperoleh
perlindungan dan
jaminan sosial

80%

100%

100%

37024

37024137024 (37024

37024

37024

185522

1250

100%

501,09%| 0% | 3,38%

0%
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Tabel TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

URAIAN

Anggaran

Realisasi Anggaran

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

anggaran Realisasi

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

18762558

18762558,

18762558

42579680

45579431

1876250

17194700

14505558

37578800

17997000

100%)

92%

T7%

88%

39,48%)

28889357 28889345

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

2701726863

2853128672

3292251184

3498114311

3986168311

2599123676

2705880384

2659935215

3102558750

1322555185

96%

95%

81%

89%

33,18%)

3266277868 3245757231

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD

99600000

99600000

94200000

108120000

71160000

95650000

70800000

86870000

95800000

28290000

96%

71%

92%

89%

39,76%)

94536000 93746000

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi

3000000

5000000

5000000

5000000

10000000

2710000

2010000

2550000

960000

180000

90%

40%

51%

19%

1,80%

5600000 5542000

Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

8550000

9000000

9000000

8999777|

8998534

6049900

8998800

8705410

8979400

71%)

100%

97%)

100%

0,00%)

8909662 8409642

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

28600001

30000000

41400000

42393261

41390553|

25978800

29310690

39868365

41158400

24840294/

91%)

98%

96%

97%

60,01%)

36756763 36232523

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

9500000

10000000

10000000

19997234

11506844,

772480

9922400

9951400

19777270

81%)

99%|

100%

99%

0,00%

12200816 11845776

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

5700000

6025000

6025000

47790000

20000000

435000

5925000

4650000

21455000|

76%)

98%

T7%

45%|

0,00%

17108000 16838000

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

10640000

11200000

14865160

17402502

23850868

866940

10076600}

11897400

7046520

1667250

81%)

90%|

80%

40%|

6,99%)

15591706 15197586

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

60000000

65000000

81500000

144906551

101754992

15550000

18190000}

50288536

50107660|

26%)

28%

62%

35%

0,00%)

90632309 81742309

Penyediaan Bahan
bacaan dan
Peraturan
perundang
undangan

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

492000

4920000

4920000

4920000

1230000

98%

98%

98%

98%

24,60%

5000000 4984000

Fasilitas Kunjungan
Tamu

3750000

3975000

3975000

22000000

16500000

2850000

3975000

3710000

21150000|

76%)

100%

93%)

96%

0,00%)

10040000 9860000

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

0%

0,00%)

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan

400000000

580000000

339960000

85%

0,00%)

196000000 196000000

Pengadaan Mebel

140173592

102410478

134550000

96%

0,00%)

48516814 48516814

Pengadaan Peralatan
dan Mesin lainnya

38000000

40000000]

159972454

320811964

160309431

37950000

39600000

159370000

247960000

100%)

99%)

100%

T7%|

0,00%)

143818770 143808770

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

90576666

90576666

90576666

90576666

115576666

41477574

402594 58|

41161104

49460491

20089460

46%

44%)

45%

55%

17,38%|

95576666 85756848]

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

222750000

302750000

310000000

384000000

432000000

20000000

260000000

284000000

350000000

204000000

90%

86%

92%

91%)|

47,22%)

330300000 325750000
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URAIAN

Anggaran

Realisasi Anggaran

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-rata Pertumbuhan

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

anggaran

Realisasi

Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas
Jabatan

35032088

35032089

45116929

44430000

40670000

31562000

31812000 43827130

42766086

11039390

90%)

91%)

97%)

96%

27,14%

40056221

39362204

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

22100000

23550000

35932088

148180000

262190000

1595300

16253000 27293000

59918778

27825500|

72%)

69%

76%

40%

10,61%|

98390418

97161018

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

11850000

12000000

22000000

19480000

17660000

8615000

11195000

9895000 11640500

535000

73%

93%

45%

60%

3,03%

16598000

15951000

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

10000000

60000000

150000000

150000000

300000000

5511200

59802000

149309000 149992300

55%

100%

100%

100%

0,00%

134000000

133102240

Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

99999815

54209243

50966750

19099979

51%

35,23%

30841812

30841812

Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1624684310

1304754284

1593279750

301550000

98%

23,11%

585887719

585887719

Peningkatan Kemampuan
Kompetensi sumber
kesejahteraan sosial keluarga
kewenangan kabupaten/kota

59586750

62719000

80000000

136823616

123485709

57204900

57341918

77998325 120744500

13%

9%

97%

88%

0,00%

92523015

92046645

Peningkatan kemampuan
potensi sumber
kesejahteraan sosial
kelembagaan masyarakat
kewenangan kabupaten/kota

14250000

21448608548

7914500000

25326474567

11158070499

9724850

16961528509

7151127162 21413842047

4798004000

10%

79%

90%

85%

43,00%

13172380723

13171475693

Peningkatan kemampuan
sumber daya manusia dan
penguatan lembaga
konsultasi kesejahteraan
keluarga (LK3)

648000000

300000000

249999889

249999662

0%

0%

0%

0,00%

289599910

289599910

Penyediaan Permakanan

28500000

85000000

60650126

138999808

115000000

720000

73136435

3005500 136490180

0%

86%

5%

98%

0,00%

85629987

80073987

Penyediaan Sandang

57000000

60000000

60000000

90998652

100000000

34292410

2545700 90279300

25%

57%

4%

99%

0,00%

73599730

62199730

Penyediaan Alat Bantu

214161988

398648881

419977643

87620458 398285116

41640000

4%

100%

9,91%

206557702

206557702

Pemberian bimbingan sosial
kepada keluarga
penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, serta
gelandangan pengemis dan
masyarakat

50000000

0,00%

10000000

10000000
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AT Anggaran Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuhan

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 5024 2005 2021 | 2022 | 2023 2004 2005 anggaran Realisasi

Pemberian bimbingan sosial

::::3: foarga PMKS 15000000 20000000 20000000 24999927 20000000 7425000 4095000 4540000 18697860 11475000 50% | 20% 23% 75% 5738% 19999985 18484985

HIV/AIDS dan NAPZA

Kerjasama antar lembaga

dan kemitraan dalam 170000000 170000000 94000000 219822470 220000000 1200000 11021050 80100000 219420151 218492700 1% | 6% 85% 100% 9931%  |174764494 141004494

pelaksanaaan rehabilitasi ° ° ° ° R

sosial kabupaten/kota

Pendataan fakir miskin

cakupan daerah 289105000 454559687 450000000  |241131823 238163223 29720000 30488032 93828329 113754000  |45000000 10% | 7% 21% 47% 1880%  |334501947  |282714947

kabupaten/kota

Pengelolaan data fakir miskin

cakupan daerah 1830250000  |3609250000 1724277546 |2912332218  |2563725959 | 24499426 867141858 1668392700 |2460842516  [413000000 13% | 24% 97% 84% 1611% 2527967145 |2166817030

kabupaten/kota

E‘;zg‘::g;‘g:aslz‘:'a' 4822138855 |6407503182  |9569384477 4673463500 |6277946425 |3341322750 97% 98% 39%  [4159805303 |4159805303

Penyediaan makanan 20570000000 | 5050000000 177861145 | 150000000 1077825345 | 15609100300 (4942868850  |36901200 103125000 |0 76% | 98% 21% 69% 000%  |5405137298  |4412957358

Penyediaan Sandang 27718438 27707988 54324850 0 0 ) 0% 0% 0,00% 21950255 21950255

gz:ﬁ;’;ﬁ;;ﬁgg:;ungsi 31396418 31396417 23857893 0 0 0 0% 0% 000%  |17330146 17330146
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2.1

Isu Strategis

. Isu KLHS Isu Lingkungan yang Relevan
Potensi daerah Permasalahan | yang relevan denganPD Isu
yang menjadi PD dengan PD Strategis
kewenangan Global Nasional Regional
Meningkatnya [(Belum Tingginya Polarisasi |Penerapan Kesejahteraan |Penguatan
Perlindungan |[Optimalnya potensi Sosial standar Sosial, ketahanan
Sosial dan Penyelenggaraan |kebencanaan sustainability |Pembangunan |sosial
Pemberdayaan |Kesejahteraan dan ancaman yang tinggi di [Keluarga, budaya,
PPKS Sosial serta dampak level global Pemberdayaan|dan ekologi
Pelayanan perubahan dan sebagai
Rehabilitasi iklim, serta Perlindungan [landasan
sosial,Jaminan [|upaya mitigasi Perempuan dan modal
Sosial,Pemberday |dan adaptasi dan Anak dasar
aan Sosial, dan |yang belum serta pembangun
Perlindungan optimal Pengendalian |an
Sosial Kepada (Isu 1) Ketenteraman
Pemerlu dan
Pelayanan Ketertiban
Kesejahteraan Umum
Sosial & Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial
Belum
optimalnya
pemanfaatan
potensi
pesisir dan
sumberdaya
alam untuk
mendukung
pengembanga
n ekonomi
lokal yang
berkelanjutan
(Isu 4)
Belum
optimalnya
perlindun gan
terhadap
kelompok
rentan (Isu 6)
Belum
optimalnya

pemenuh an
kapasitas dan
kualitas
pelayana n
dasar berbasis
kewilaya han
(Isu 2)
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Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1 | Kurangnya Sumber daya Keterbatas SDM Penyediaan SDM
manusia yang berpotensi Aparatur Sipil Negara
sesuai bidang keahliannya tentang Sosial

2 | Kurangnya fasilitas Tidak dapat Ruang Gerak dibatasi
penunjang kegiatan dilaksananan secara oleh Regulasi Pusat dan
bidang sosial optimal pelayanan Daerah

Sosial

3 | Belum Optimalnya Belum Optimalnya Anggaran yang terbatas
pengendalian SDM, Pasilitas dan
perencanaan anggaran Anggaran
sebagai bagian dari
integrasi antara kegiatan
monitoring dan evaluasi

4 | Pengelolaan dan Belum Optimalnya Anggaran yang terbatas
Pemanfaatan Data, SDM, Pasilitas dan
Tehnologi informasi dan Anggaran
Komunikasi, penelitian
dan Pengembangan.

S | Perubahan Peraturan Tidak dapat Ruang Gerak dibatasi
Perundang-undangan dan | dilaksananan secara oleh Regulasi Pusat dan
pedoman yang mengatur optimal pelayanan Daerah
mekanisme perencanaan Sosial

6 | Belum optimalnya Masih banyak PPKS Pemenuhan kebutuhan

penyelenggaraan
kesejahteraan social serta
pelayanan Rehabilitasi
social, Jaminan social,
Pemberdayaan social dan
Perlindungan social
kepada penyandang
masalah kesejahteraan
social dan potensi sumber
kesejahteraan social.

dan PSKS di Bandar
Lampung

PPKS PSKS
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TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH

I. Visi

II.

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud
dimasa mendatang. Visi dalam RPJMD yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala daerah (pilkada). Oleh karenanya visi rpjmd menjabarkan
kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa

jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan Kota Bandar Lampung untuk RPJMD Periode
tahun 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih
adalah sebagai berikut :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman,
Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran

Rakyat.”

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen
perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka
menengah daerah tahap ke 1 didalam RPJPD, dalam rangka
mewujudkan Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan diatas
maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-

2029 adalah sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

S)

6)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap
untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
sosial.

Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan
mengembangkan budaya daerah untuk membangun
masyarakat yang religius.

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan
yvang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan
masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk
mendukung investasi.

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
sekala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi

kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai

berikut:

MISI PERTAMA:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
melalui Pelayanan Kesehatan dan  Pendidikan
Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan
akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung
oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai
serta mutu pelayanan yang terus membaik, serta
meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan
Masyarakat untuk membangun sumber daya

masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas
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sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang
produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama
masyarakat.
MISI KEDUA:

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam
Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk
menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota
Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang
berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta
mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi

masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KETIGA:
Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan sosial masyarakat, dengan terus
mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang
mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan
iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan
koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi

kerakyatan yang kreatif.

MISI KEEMPAT :
Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan
Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun
masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk
membangun  masyarakat religius yang dapat
menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban
didalam bermasyarakat dan bernegara dengan
berazazkan kearifan lokal serta mengembangkan

budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.
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MISI KELIMA:
Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan,
pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi
kemitraan dengan masyarakat dan dunia wusaha
menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung
investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola
pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang
mandiri dengan mengembangkan = keswadayaan
masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain,
serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah
Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka
menjalankan  fungsi birokrasi sebagai pelayan
masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat
yang professional dengan sistem berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan

bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KEENAM:
Mempertahankan dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih,
dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan
ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk
menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat,
sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat
dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik
beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang
memperhatikan daya dukung daya tampung serta

pengendalian resiko bencana
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III. Strategi, Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan

Tupoksi Dinas sosial Kota Bandar Lampung

Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-

2029, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sosial Kota Bandar Lampung masuk

kedalam Misi 3 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi,

arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat
dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut :

1. MISI3
» Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat
a. Tujuan :
a) Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
melalui ekonomi kerakyataan
b. Sasaran:
b) Menurunnya Kemiskinan
c) Meningkatnya PPKS
c. Indikator:
a) Mengoptimalkan Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Program Program Unggulan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat.

b) Meningkatkan Perlindungan sosial dan Pemberdayaan

PPKS.

2. Strategi Sesuai Dengan Tupoksi

Strategis Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1.

Memberikan layanan langsung untuk memeberikan perlindungan
PPKS serta mencegah PPKS dari keterpurukan akibat resiko sosial,

perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;

. Memberikan dukungan bagi PPKS baik kelompok rentan maupun

kelompok  beresiko sosial dalam menghadapai masalah
kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi

sosial;
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3.

4.

Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks
penderita penyakit kronis;

Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;

Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial,
eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar;
Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga
kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
Tersedianya layanan PPKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat,
korban napza dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan
minimal (SPM) secara nasisoanl;

Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan sosial

berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial,

10. Penguatan Keagamaan.

Arah Kebijakan Renstra

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial serta memberikan Pelayanan Rehabilitasi
Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan
Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh

Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan

rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan

Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, dan UU Kesejahteraan
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Sosial. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka
mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi
Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2025-2029) akan mengemban
visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2025-2029 yaitu
“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045. Dengan
demikian, visi dari Kementerian Sosial RI pada periode 2025-2029 adalah

“ Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan
Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045 “

Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
merupakan cita-cita besar atau tujuan akhir dari upaya perlindungan sosial
di semua tahapan kehidupan warga negara (life course) dengan pendekatan
paradigma pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang
menempatkan pembangunan Sosial sebagai tiang penyangga modernisasi,
pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Dalam pandangan paradigm
aini, kelompok yang termarginalisasi dalam proses percepatan
pembangunan ekonomi (khususnya kelompok-kelompok Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial) harus menjadi prioritas intervensi negara melalui
berbagai program dan kebijakan sosial yang diorkestrasi oleh Kementerian
Sosial, sehingga masyarakat yang termarginalisasi tersebut mampu kembali
terhubung dan terintegrasi ke dalam pusaran dinamika pembangunan

sosial-ekonomi.

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN
2025-2029 dan Asta Cita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas
Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala
Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui
peningkatan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan
pengurangan kemiskinan. Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8
(delapan) misi yang disebut Asta Cita. Berikut 2 (dua) Misi Asta Cita untuk

Kementerian Sosial :
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Asta ke-4 = Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

e Kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.

o Penerbitan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas.

e Memperluas program perlindungan kelompok difabel.

« Memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas

Asta ke-6 = Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
e« Penggunaan basis data terpadu (BDT).
e Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal (Amanat UU 40/2004

tentang Sistem Jaminan Sosial).

e Meningkat kuantitas dan kualitas program bantuan sosial.
e Mendorong kemandirian masyarakat miskin.

e« Meningkatkan kualitas penyediaan panti-panti sosial.

e Mengembangkan program asistensi lanjut usia (ASLUT).

e Melanjutkan program PKH.

Berdasarkan visi dan Misi Kementerian Sosial yang berpedoman dasar
dengan Visi Misi Presiden Republik Indonesia, maka ditentukan tujuan
strategis (Strategic goal) yang sejalan dengan pencapaian visi misi
Kementerian Sosial.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir menuju pembangunan nasional bidang
sosial yang menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Berikut tujuan Kementerian Sosial :
Tujuan 1 - Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan
rentan.

Misi 2 :
Tujuan 2 - Tata Kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas dan
efisien_Sasaran strategis Kementerian Sosial merupakan uraian dari tujuan
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strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata (impact)
oleh Kementerian Sosial yang telah dirumuskan, yaitu :

Tujuan 1 :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi
masyarakat miskin dan rentan yang inklusif, dengan indikator strategis
“Indeks Kesejahteraan Sosial”

Tujuan 2 :

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tata Kelola kesejahteraan sosial yang
berdampak, dengan Indikator Strategis “Indeks Reformasi Birokrasi”

GAMBAR 3.1.1 Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Visi RPJMN -
BO3R - 2050 Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

VIS| KEMENSOS Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

A

MISI KEMENSOS Terwujudnya kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang

kolaboratif adaptif, emansipatif, partisipatif dan inklusif

Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang baik dan bersih

Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat
miskin dan rentan

Tata kelola Kementrian Sosial yang agile, berkualitas dan
efisien

TUJUAN

Terwujudnya sistem kesejahteraan soslal bagi Meningkatnya tata kelola kesejahteraan sosial yang
masyarakat miskin dan rentan yang inklusif bedampak

SASARAN
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025-2029

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor
penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun
2025-2029 pada point permasalahan yaitu :

Disparitas implementasi di daerah;

Belum tersedianya data populasi secara akurat dan komperhensif;
Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia/tidak produktif;

KAT (Komunitas Adat Terpencil) belum menjadi prioritas pembangunan
nasional,

Proses penetapan kriteria graduasi yang belum optimal;

6. Tumpang tindih pelaksanaan layanan dukungan psikososial;

b=

o
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7. Lemahnya sinergi dengan pemerintah daerah dan Lembaga non-
pemerintah;

8. Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi;
Tantangan geografis dan infrastruktur.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan
Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan
Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kebutuhan areal pemakaman yang
semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandar
Lampung perlu menjadi perhatian disamping pemenuhan kebutuhan sara

penunjang pemakaman umum.

2.2.2 ISU-ISU STRATEGIS
Pada bagian ini mereview tentang Faktor-faktor dari pelayanan Perangakat
Daerah yeng mempengaruhi permasalahan Pelayanan Perangakat Daerah
yang ditinjau dari:
1. Gambaran Pelayanan Prangkat Daerah
Menguraikan tentang Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota
Bandar Lampung,
Hal krisis yang terkait dan permasalahan yang dihadapi serta hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung.Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak
lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L
a. Peningkatan Pelaporan OPD
b. Peningkatan aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar

dan pelayanan sosial
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. Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana
dalam skala mantab pada seluruh kawasan-kawasan rawan bencana

. Memperluas kesempatan kerja dan perlindungan sosial

Sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
provinsi/ kabupaten/ kota;

. Peningkatan aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan
pelayanan sosial

. Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana

dalam skala mantab pada seluruh kawasan-kawasan rawan bencana.

Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

. Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta
Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan
Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

. Kebutuhan areal pemakaman yang semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung perlu menjadi perhatian

disamping pemenuhan kebutuhan sara penunjang pemakaman umum.

Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

. Mengoptimalkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan
Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan
Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

. Penyediaan areal pemakaman seiring dengan pertumbuhan penduduk
Kota Bandar Lampung perlu menjadi perhatian disamping pemenuhan

kebutuhan sara penunjang pemakaman umum.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan
daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah
satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin
dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam
Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis
perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam S5 periode secara

tahunan.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, merumuskan tujuan jangka menengah Dinas
Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
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> Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
Lampung.

Masyarakat Kota Bandar

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial

3.Tersedia Bufferstock Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Korban Bencana

4. Terpenuhi Sarana Prasarana Areal Pemakaman

5. Meningkatnya Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas sosial Kota Bandar Lampung beserta
indikator kinerjanya dijelaskan pada Tabel T-C 25. Sebagaimana berikut :

TABEL 3.3 (TC. 25) TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

VISI Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis
Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat
MISI Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
NSPK dan sasaran Indikator Target Tahun
RPJMD yang Tujuan Sasaran Tujuan
relevan / Sasaran 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Jumlah warga .
. . Hasil
penyandang Terwujudnya |Meningkatnya o
disabilitas yan Kesejahteraan |Akuntabilitas || coL a0
sabilitas yang esejahteraa kuntabilitas |\, itas 73 74 75 76 77 78
memperoleh Sosial Kinerja Dinas Kineria Dinas
rehabilitasi sosial di [Masyarakat Sosial . J
. Sosial
luar panti
Jumlah warga
n:lgaanr(?a/n an dan Meningkatnya |Persentase
f)engemisgyang PPKS yang PPKS yang
memperoleh kebutuhan  |kebutuhan 90 90 | 901 | 903 | 905 | 905
e . dasarnya dasarnya
rehabilitasi sosial terpenuhi terpenuhi
dasar tuna sosial di P p
luar panti
Jumlah warga Terwujudnya
negara/ Kesejahteraan
gelandangan dan Sosial
pengemis yang Masyarakat
memperoleh Persentase 90 90 90.1 90.3 90.5 90.5
rehabilitasi sosial Meningkatnya |Peningkatan
dasar tuna sosial di Kemandirian |Jumlah
luar panti Sosial PPKS yang
Masyarakat menjadi
Jumlah anak mandiri
terlantar yang 350 350 350 350 350 350
memperoleh
rehabilitasi sosal di
luar panti
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3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan sosial komperhensif
tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas sosial Kota Bandar
Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran jangka menengah Dinas sosial Kota Bandar Lampung Tahun

2025-2029.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan
dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas sosial Kota Bandar

Lampung Tahun 2025-2029 disajikan pada Lembar Tabel T-C.26 berikut ini.

TABEL 3.4 PENAHAPAN RENSTRA DINAS SOSIAL

Tahap I (2026) Tahap II Tahap III Tahap IV (2029) Tahap V (2030)
(2027) (2028)

Mendorong Tata | Penguatan Melakukan Menstimulasi Mendorong
Kelola Ekonomi ekonomi percepatan peningkatan ekspansi dan kerja
melalui daearah ekonomi kualitas produksi sama regional para
pengembangan melalui melalui dan perluasan pelaku usaha Kota
potensi ekonomi | mencetak mewujudkan | akses pasar Bandar Lampung
lokal wirausahawan | iklim internasional ditingkat nasional

baru dan investasi dan | secara digital.

penguatan penguatan

UMKM Kota produk Kota

melalui Bandar

pelatihan Lampung.

wirausaha dan

akses

pinjaman.

53




TABEL 3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL

No Opersionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Keterangan
Renstra
Perangkat Daerah
1. 1. Persentase PPKS 1. Meningkatkan Mengurangi
yang kebutuhan koordinasi dan integrasi Kemiskinan

dasarnya terpenuhi
2. Persentase
Peningkatan Jumlah
PPKS yang menjadi

mandiri

program
penanggulangan
kemiskinan daerah

2. Meningkatkan peran
serta/partisipasi
masyarakat dalam
penanganan masalah
kesejahteraan sosial
dengan fokus pada
peningkatan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang
berada di lingkungan
masyarakat

3. Meningkatkan
aksesibiltas Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dalam
memperoleh pelayanan
dan rehabilitasi

4. Penguatan Skema
Perlindungan dan
Bantuan Sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

5. Meningkatkan
Kemandirian
Penyandang Disabilitas
melalui Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas
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BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 s/d

2029 tersusun dalam Rencana Program dan Kegiatan antara lain :

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan ditentukan berdasarkan dari Isue Strategis
Permasalahan Sosial masyarakat yang ada di lingkungan Sosial, baik
dalam kehidupan Perorangan, Kelompok ataupun masyarakat. Berdasaran
Isue Strategis tersebut maka dapat dirumuskan Rencana Program dan
Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang bersinergis dengan Visi
dan Misi Walikota Bandar Lampung yang kemudian ditetapkan menjadi

Ketetapan Kinerja .

4.2 Indikator Kinerja,
Pernyataan Sasaran dari Tujuan Kegiatan yang dirumuskan agar kegiatan

tersebut dapat diukur.

4.3 Kelompok Sasaran,
Kelompok Sasaran merupakan Target operasional dari Rencana Program
dan Kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah ataupun

jangka panjang.

4.4 Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan yang direncanakan agar dapat terlaksana sesuai
dengan apa yang dsepakati dalam suatu Perjajian Kinerja haruslah
didukung dengan anggaran atau Dana yang besarannya telah
diperhitungan sesuai dengan kebutuhan .

Adapun penyajiannya dapat dilihat pada lembar Tabel 6.1 yang bersumber
dari Tabel 4.2 tentang : Indikasi Program Dan Kebutuhan Anggaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar
Lampung yang merupakan Rencana Strategis (Resntra) Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Wisi Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Eemakmuran Rakyat
Misi Mengembangkhan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
NEPK DAN
SASARAN i - - . = . Progrmm/Ke gintan/dan Sub -
RPJIMD YANG Tujuamn Sasarmn DUTCOME OUTPUT NDIKATOR S KET.
RELEVAN
] 2 3 4 5 6 7 B

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sosial

Meningkatnya Akuntabilitas Kin

Progrmm Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Presentase pemenuban dokamen
PEFMERACANGAN, PENZANEEATAN
danmevalossikinerja permngkat
daermh vamg berkualitas

Peremcanaan, Penganggamna dan
Evalunsi Perangkai Daerah

Jumbkh Dokumen Perencanaan

Pemngkat

Daemah

Jumlah Dokumen Perencanann
Pernngkat Dacrah

Jumlah Dokumen Percncanaan
Pemmgkai Daerah

Penyusunanm Dekame n
Peremconann Perangkat Dacrah

Pehyanan
Keuangan

Adminitrasi

Pelayamanm Adminisimsi Kewangan

Pelayanan Administrasi
Keuangan

Administrasi Kemangan Permngkat
daemb

Jumbh Omn
dam Tunjpng

g Menerma Gaj

Jumlah Orang vang Meme rims Gaji
dam Tumjangan ASN

Jumlnh Ormng yang Mene rima
Gajidan Tunjanpan ASN

Penyvedinan Gajidan Tunjamgan
ASN

Jumbh Dokumen Penatausa

dan PenguajionVenfika si

Keuangan

SKPD

Jumlah Dokumen Penatavsahsan
dan Pengujfian/Ve rifika si Kemangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahoan
danm Pengujian/Ve rifikn si
Keuangan S KFD

Pelaksanaan Penatassahaon dam
Pengujinn/ Verifikasi Kewamgan
SKPFD

Prescniase peningkaian
kapasitas sumberdaya apamtur

Preseniase peningkatan kapasiins
sumberdaya apambur

Presentase pening kniamn
kapasitas sumbe rdays apamtar

Administrasi Kepegawaiam
Permmgkat dacmh

Jumkh pe

aiberdasarkan

imgas dan ungsivang mengkuki

penddkan dan pebhihan

Jumlah pegawai berdasarkan tugas
dan fungsiyang mengikuii
pendidikan dam pelaiihan

Jumlnh pepawniberdasarkam
tugas dan fungsivang mengikati
pendidikan danm pelatihan

Pendidikan dam Pelatihan Pegawai
berdasarkam Tugas dan Fumgsi

Presentase pemenuhan

kebutuhan

dasarOPD

Presentase pemenahan ke butnhan
dasarOFD

Presentase pemenuban
kebutuhan dasar OPFD

Administras i Umum Permmng kat
Daerah

Jumbh Paket Komponen nstabhsi
LstrikPeneranga n Bangunan

Kamtoryvam

g DEediakan

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Pemermnga n Bamguman
Kanter yang Disedinkan

Jumlnh Paket Kemponen Instalasi
Listrik'Pemeranga n Bangunan
Kantoryvang Disediakan

Penyedinan Kompencen nsialasi
Listrik Penmerangan Bangunam
Kantar

Jumbh PaketPembhitan

Jumlah Paket Pernlatan dam

Jumlah Paket Peralatan damn

Penyedianan Permlnion dan

Pedengkapan Kantory Perdengkapam Kanitoryang Pedengkapan Knnteryang Perl k Kani
Disedinkan Disediakan Discdinkan SERSpRapes SREERE
Jumbh Paket Pembhian RBamah Jumlah Paket Peral n Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Penyediaan Peralatan Rumah

Disedmkan

Tangpga yvang Disediakan

Tanmggn yang Disedinkan

Tangga
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Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial

Temsedanya Bahan Logstik
Kamwr

Termsedianyas Bohan Logistik Kantor

Tersedinnys Bahan Logistik
Kantar

Penvediman Bahan Logistik Kantor

Jumhh Pakei Bamng Cetakan
dan Penggandaan yang
Deedinkan

Jumlah Pakei Barmmng Ceitnkan dan
Penpepandann yvang Disediakan

Jumlah Paket Baramg Ceitnkan
dan Pemgrandaan yang
iz & din kan

Penyediman Barmong Cetank dan
Pengegandaan

Jumbhhb Dokumen Bahan Bacaan
dan Pemiuman Perundang-
Undangan yang Dsedinkan

Jumlsh Dokumen Bahan Bacaan dan
Permturmn Perundang- Undangamn
vamg Dise din kam

Jumlah Dokomen Bahan Bacaan
dan Permturmn Pemundang-
Undanganm yang Discdiakam

Penvedisman Bahan Bacaan dan
Permturan Perundang- Undamgamn

Jumbhb Lapormn Fasibasi
Kunjamgan Tammu

Jumlsh Lapsran Fasilitasi Kunjungan
Tamun

Jumlash Laporan Fasilitasi
Kunjmngzan Tamu

Fasilitnsi Kumjungan Temua

Jumhh Lapomn
Penyeknggaman Rapat
Koonlmasidan KonsukasiSKP I

Jumlah Lapsran Peayelenggaman
Rapat Koordinasidan Konsultasi
SKPFD

Jumlah Laporan
Penyelengzarnan Rapat
Koordinasidan Kemsuliasi 5 KFD

Penvelengparman Rapat
Koordinasidan Kensuliasi 5 KPFD

Pemenuhan Jaza Penunpng
Kebutuhan OPI}

Pemenuhan Jasa Penunjang
Kebutuhan OF D

Pemenuhan Jasa Penunjang
Kebutuhan OFIF

Pengadaan Baramg Ailik Daerah
Penunjang Urnsan Feme rinta h
Dacmh

Pengadaan Kendaman Dnas
Opmsonalaiau Lapangan

Penpgadonn Kendarnan Dinas
Opmsional aiauw Lapangan

Penpgadaan Kendarman Dinas
Opmsional ataw Lapamgan

Pengadasn Kendarman Dinas
Oprasional ataw Lapangan

Jumbhb Paket Mebelyang di
sedinkan

Jumlah Paket Mcbelyang discdimkan

Jumlash Paket Mebelyvamg di
scdiakan

Pengadaan Mecbel

Jumbh Uni Pembian dan Mesin
binnya yang dsediakan

Jumlah Unit Pernlatan dam Mesin
Inimnyes yamg disedinkan

Jumlah Uniit Femlatan dan Mesin
lainnys vang disediakan

Pengadaan Peralatam dan Mesin
Laimmya

Pememuban jasa Penunmng
Kebutubhan OFI}

Pemenuhan jasa Penunjoang
Kebuwiuhan OF D

Pemenuhan jasa Penunjang
Kebuinhan OFD

Penyvedisan Ja Fenunjang
Urnsam Pemerintahan Dacrah

Jumhh Lapomn Penyedman Jasa
Komunkasi SumberDaya Ardan
IListrk yang DEedinkan

Jumlah Lapsrman Peayedisan Jasw
Komunikasi. Sumber Daxy

Lis trik yamg Dise dinka m

Jumlah Loporan Penye disman
Jasa Komunikasi SumberDaya
Airdamn Listrik vamg Dise diakan

Penyediman Jasas Komunikasi,
SumberDayvas Airdan Listrik

Jumhh Lapomn Penyedman Jasa
Pelbyanan Umum Kantoryang
Deedinkan

Jumlah Laperman Penyed
Pela an Umom Kantar vang
iz & diim kam

Jumlah Lapomn Penyedisman
Jasa Pelayvaman Umnm Kantor
yang Disediakan

Penyvediman Jasa Pelayaman Umnm
Kantor

Ihventari kantoryang terpe llham

Inve ntaris knmtoryang terpe liham

Inventaris knntor vamg terpe liham

Pemelihaman Barmng Milik Daerah
Penunjang Urnsamn Peme rintah
Dacmhb

Jumbhh Kendaman Peromngan
Dnas atau Kendaman Dhnas
Jabatan yang Dipelham dan
dibayarkan Pajknya

Jumlah Kendaman Permmozgan Dinas
atauw Kendarman Dinas Jabatan yang
Dipelthara dan dibayarksan Pajpkoyva

Jumlah Kendarsan Peromngzan
Dimas ntau Kendaman Dinas
Jabatan yang Dipelihara dam
dibayvarkam Pajaknya

Penyvedisan Jasas Peme liharaan,
BRinya Peme lihaman dan Pajak
Kendaman Permmrangan Dinas/
Kendaman Dinans Jabatamn
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Meningkatnya Akuntabilitas

Jumbh Kendaman Dmas
Opemsionalatau Lapanganyang
Dipebhara dan dibayarkan Papk
dam Perrmannya

Jumlah Kendarman Dinas Opemsionnl
atau Lapangan vang Dipelihara dan
dibayarkan Pajuk dan Perizinannyve

Jumlah Kendaman Dina s
permsional atau Lapangam yang
Dipe iham dan dibsyarkan Pajak
dan Perizinannya

Fenyedinanm Jasn Pemelihnrman,

Biaya Peme lihaman, Pajok dan
Perzinan Kendarsan Dinas

Opemsional’ Lapangan

Jumbh Pembhtan dan Mesin
Lamnya yang Dipe ham

Jumlsh Permilston dam Mesin Lainnys
yang Dipelihara

Jumlah Perslotan dan Me sim
Lainnya yang Dipeliham

Pemeliharsan Pernlatan don Mesin
Lainnya

Jumbh Samna dan Prsamna
Pendukung Gedung Kantoratau
Bangunan Lamnya yang
Dipehar/atau Diehabitasi

Jumlah Sarmna dan Prasarnna
Pendukung Gedung Kantor atau
Baongunan Lainnys yang Dipelihonra/
atau Fire habilitasi

Jumlah Sarmna dan Prasamna
Pemdukeng Gedung Kanterastouw
Bamgunan Lainnya yang

Dipe liham/ otau Dire habilita si

Pemeliharsan/ Re hobilitasi Samna
dan Prasasrang Pendukung Gedunp
Kanter/ Bangunamn Lainnya

Jumiak Warga
Frenyandang
Disabillias yamg
M empsralsh
Rebabilifasd Seuial di
Loar Famil

Jumlah wargs negsra
gelandsngan dam
pomgemis yang
mempirslsh
rehabillias] sowuial
dasar imna sexial di
Tuar pamil

Jumish inak
Terlaniar yang
Memperalah
Heobhsbiliissd o isl 41
Luar Famil

Tervujudnya KEesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi

Penmgkatan kapasitas
kelembagaansosml

Peningkntan kapasitas kelembagaam
smsinl

Pemingkatan knpasitas
|Jkelembapoan sosisl

Progrmm Pemberdaynamn Sosinl

Presentase Pebyanan
Pengeloban Kelembagaan Sosial

Presentase Pelayaman Pengelolaan
Kelembagaon Sosinl

Presentase Pelayanam
Penpgelalonn Kele mbapaan
Swesial

PFengembangan Potensi Sumber
Kescjshternon Sosianl Daermh
Kabupaten/ Kota

Jumbh Omng yang mendapat
Penmgkatan Kapasitas Pekega
SosimIMasyamkat Kewenangan
Kabupate n'Kota

Jumlah 'rang yang mendapat
Peningkatan Kapasitas Pe ke rja
Sosinl Masvamknt Ke wenangan
Knbupaite n/Kota

Jumlah Oramng yang memdapat
Pemingkatan Kapasitas Fe ke rja
Sosinl Masyvomkat Kewemnmgan
Kabupate n/Kota

Penimgkatanm Kemaompunn Potemsi
Pekerjn Sosinl Masyarnkat
Kewenangan Kabupnten/Keta

Jumbh Tenaga Kesephteman
SosimlKecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Mennmgkat
Kapasiasnya

Jumlsh Tensgn Kesejashterman Sosinl
Kecamatan Kewemangam
Kabupsten/Keta vang Meningkat
Knpasitasnyn

Jumlsh Tenmspgs Kesejahterman
Sosisl Kecamatam Kewenamgan
Kabupaten/Kots yang Mening kat
Kapasitasnym

Peningka tam Ke mompunn Potemnsi
Tennpn Kesejanhternon Sosial
Kecomatam Kewenamgan
Kabupaten/Kots vang Meming kat
Kapasitasnya

Jumbh Kebaga yang Menmgkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupate n'Kota

Jumlah Keluarga yvang Menimg kat
Kapasitasnyn Kewenangamn
Knbupaite n/Kotn

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupate n/Kotn

Penimgkatan Kemampunn
Kompetensi Sumber Kese jahternan
Sosinl Ke marga Kewenangam
Kabupnicn/Kois

Jumbh Lembaga Kesephteman
Sosmlyang Menmgkat
Kapasiasnya Kewenamgan
Kabupate n'Kota

Jumlah Lembags Kesejahteraan
Sosinlyang Meninpkat Knpasitasmvm
Kewenangan Knbupaten/ Ko ta

Jumlah Le mbapn Kesec jahternan
Sesisl yvang Meningkat
Kapasitnsmya Ke wenangam
Kabupate n/Kots

Penimgkatanm Kemaompunn Potemsi
Sumber Kesejahternon Sosial
Kelembagaan Masyvarakat
Kewenangam Kabupaten/ Kota

Jumhbh Senifikat yang dardHasil
Penmgkatan Sumber Daya
Manusia dan Lembaga Konsubasi
Kesephteman Keluarga (LEK3)
Kewenangan Kabupaten/Koia

Jumlah Se rtifikat yang dari Hasil
Peningkntan Sumber Daya Manusis
dam Lembaga Konsubasi
Kesejuhternan Kelusrgs (LK3X )
Kewenangan Knbupaten/ Ko ta

Jumlah Sertifikat yang dori Hasil
Pemingkatan Sumbe r Daym
Manusis dan Lembagn Konswltasi
Kesejuhteraan Kelmorps (LK3)
Kewenangan Kabupate n/Kota

Pementase PMKS vang
lertangani

Persentase PMES vanp tetanpani

Persentase PMKS yang
teampani

Penimgkatanm Kemaompuan Sumber
Dava Manusin dam Penpuaton

Le mbapgn Konsultasi
Kesejahternan Keluarpn (LK1}
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Jumbh Fenyvulih Soaml

Fenyulih Sosn | Mssyamkai,
Fokemn Sosml Fckem
Pt ym e e
Kcacmhic
¥

smiml

dan/nksu Tensgs

an Sosmlkccamatan

¢ Monimgkst Kapasitasnya

Jumish Famyuluh Sssisl. Fenyulak
Soslsl Masyarsksi, Foakesris Sossial
Feherda Sosis]l Masyars hsi dsm/siam

Temngs Kesojshioraan Sssial

Kecamatan yamg Mo ningks i
Kapasiiasnya

Jumiah Femyuluh Sosial,
Fenmyulah Sssis] Mssyvsra ks i,
Fekerds Sosial, Peke s Sosial

Masvarmkatdan/atam Tensgas

Kescjahisrasn Sosial Koo mstam
yang Menmgkst Kapas Bssnys

Fonimgkaiam Ke mampusn Foie nsl
SumberKeschisman Sosisl
Fermeosramgam Ke we nangan
Kabupsien Ko i

Jumish Wargs
B o rym n s nig
Disabiltas yang
M amparcish
Mahabilltasl Sonisl
dil Lusr P mnti

Jumiabh Wargs
Hegaras
Salandangan dan
Pangamis yamg

M emparclsh
Mahakiliinel Son
Damusr Tuns Saon

di Lusr P mnti

dJumiaf Annk
Tarlantsr yang
Mamparoiah
Aahabiliinei Sosinl
di Lusr Famnti

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya PPKS yvang Kebutuhan Dasarnya Ter penuhi

Frecntmec PAMKS yang
me mperskh baninan

Fresemiass FMKS yang me mpe rsbo b
Bamtusm

Fresentase FMKS yamg
ms mpe eleh bantaan

Frowsmi

# pelsyanam Kehabilliasl
Inmsia, proayandang cacatdan omng

iwHaniarvang ferianga ol

Fresentase polayaman
Hohsh
cacatdan oramg todants rysng

ansls, ponysndsng

te rimng sl

Hehshilissl S onin] assr

Fenyvasndsng Dissbillias Terdamisr.
Amsk Te e misr,
Tedaniar, seria Gelandamgan

mijmE Unin

Fengesmis Hiluar FPanil Sosial

Jumiah Orang yang Mendapaban
Femenuhan Kebutuhan
Femakanan Sesual dengan
Standar Gzl Minimal Kewsnangan
Kabupabenkokta

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Femenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesual dengan Standar Gizl Minkmal
HKewesnangan KabupateniKota

Jumiah Crang yang Mendapatkan
Femenuhan Kebutuhan
Fermakanan Sesual dengan
Standar Gzl Minbmal
Kewenangan Habupaten/Kota

Penyediaan Permakanan

Jumiah Cirang yang e nedma
Fakalan dan Kelsngkapan
Lainnya yang Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Habupatenkota

Jumlah Crang yang Menerima
Fakalan dan Kelengkapan Lalnnya
yang Tersedla dalam 1 Tahun
Kewenangan Habupaten/Hota

Jumiah Srang yvang Menerima
Fakalan dan Kelengkapan
Lalnnya yang Tersedia dalam 1
Tahum Kewenangan
Habupaten/Hota

Penyedlaan Sandang

Jumilah orang yang mendapatkan
Alatl Banitu dan Alat Banbu Peraga
Sesual Kebuluhan Kewenagan
Kabupatens Kota

Jumlah orang yang mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesual
HKebutuhan Kewesnagan Kabupaten/
Kota

Jumilah crang yang mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu
FPeraga Sesual Kebutuhan
Hewenagan Kabupateni/ Kota

Penyediaan Alat Bantu

Jumiah Peseta Bimbingan Sosial
kmpada Keluarga Penyandang
Diza biitas Terdantar, Anak
Terdantar, Lanjut Usia Tedantar,
sera Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewsnangan
Habupatenkota

Jumlah Feserta Bimbingan Soslal
kzpada Keluarga Penyandang
Olsabllitas Terdantar, Anak Terantar,
Lanjut Usla Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
KabupateniKota

Jumiah Pesarta Bimbingan Soslal
kepada Keluarga Penyandang
Dis=abllitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Uska Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat Kewenangan
Habupaten/Hota

Pemberian Bimbingan Soslal
kepada Keluarga Penyandang
Disabliitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usla Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

Presentase pelayanan pengelolaan

Presentase pelayanan
pengelalaan rehabilitas! sostal

Rehabllitas! Soslal Penyandang
Masalah Kesejahteraan Soslal
(FPMHKSE) Lainnya Bukan Korban
HIWV/AIDES dan NAPZA dil Luar Pantl
3os

Jumlah Peserta dalam Pemberian
Bimbingan Soslal Kepada Keluarga
FMKS Lalnnya Bukan Korbamn
HIW/AIDES dan NAPZA

Jumiah Peserta dalam Pemberian
Eimbingan Soslal Kepada
Heluarga PMKS Lainnya Bukan
Horban HIW/AIDS dan NAPZA

Fembearan Bimbingan Soslal
Hepada HKeluarga (PMKS) Lalnnya
Bukan Korban HIV/AIDE dan
HAFPZIA

Jumlah Dokumen Hasll Koordina sl
dan Kerla Sama antar Lembaga dan
Hemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabliitas] Soslal Kabupaten/HKota

Jumilah Dokumen Hasll Koordina s
dan Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabllitasl Soslal
Habupaten/Hota

Herja Sama antar Lembaga dan
Hemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabllitas] Soslal
HKabupaten/Hota
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Jumish Warga
PFamnyand ang
Dizabiliias yamg
Mamperalsh
Mohabilitasl Sosial di
Lusr Panii

dJumiah wargs nagaral
gelandangan dan
pEngemis yang
memgeraleh
robsbilitssl somisl
danar tuns sonisl di
luar panti

Juminh Ansk
Teriantsr ysng
Mampsralsh
Mohabilitasl Sosial di
Luar Panii

Jumlah warga
negara korban
Bencana Kab/Hota
yang memperoleh
periindungan dan
Jaminan soslal

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya PPES yang Hebutuhan Dasarnya Terpenuhi

Presentase penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usla tidak
potensial yang telah menerima
laminan sosial

Presentase penyandang cacat
fislk dan mental, serta lanjut usla
tidak potensial yang telah

me nerima jJaminan soslal

Program Perlindungan dan
Jaminan Soslal

Fengelolaan Pendamplngan
pendampingan FHKH dan data PMKS
PEBHKSE

Fengelolaan Pendampingan
pendampingan PKH dan data
PMHKS PEKE

Fengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten! Kota

Jumiah Fakir Miskin Cakupan Dasrah
Habupaten/Kota yang didata

Jumilah Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/HKota yang
didata

Fendataan Fakir Miskin Cakupan
Daerah Habupate n/ Kota

Jumiah Keluarga yang Mendapatkan
Fengentasan Fakir Miskin
Kabupate n/Kota

Jumiah Keluarga yang
Mendapatkan Fengentasan Fakir
Miskin Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumliah Keluarga Penerima Manfaat
yang Mendapatkan Bantuan Soslal
Kesslahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumiah Keluarga Penerima
Manfaat yang Mendapatkan
Bantuan Soslal Hesajahteraan
HKeluarga Kewesnangan
Kabupaten/Kota

Faslliitasl Bantuan Kesejahteraan
Keluarga

Presentase Horban Bencana yang
meEnarima Bantuan Soslal salama

masa tanggap darurat

Presentase Korban Bencana
yang menerima Bantuan Sosk
selama masa tanggap darurat

Program Penanganan Bencana

Pelayanan Pengelolaan bantuan
korban bencana alam dan bencana
soslal

Palayanan Pengeslolaan bantuan
korban bencana alam dan
bencana soslal

Perliindungan soslal korban
bencana alam dan soslal
kabupaten/kota

Jumiah Crang yang mendapatkan
Permakanan 3x1 Harl dalam masa
tangpap darurat

(Pengungsian} kewenangan
kabupaten/Kota

Jumilah Crang yang mendapatkan
Permakanan 3x1 Harl dalam masa
tamngoap darurat

(Pengungslan) kewenangan
kabupaten/Kota

Penyedlaan Makanamn

Jduminh orang yamg mendapaikan
Fakalam dan Ferdengkapan ainnya

yang tersodia pads mass (5 6EES P

Imhompg yamg mendapaikamn
Fakaijan dan Ferdengks pamn

s yamg tersodina pads mas s

Fenyedisan Sandsng

darmurst (Fengungsianjdamn FPascs gap darurnt (Fengungsisn)
Boemca Kewomangam dam Fascan Bencans
Kabupsien/Keia Kemwegmanmgan Kabupaien/ Koia
Jumiash Tempait Fenampung an Jumiah Tempat Penampungan

romgungsi Keweonangsn Ksbupsten

ksin

Femgungsl Kewonsngan

Kabupaten / kots

Fenyedisan Tempai Fens mpungan

Fongungsi

Jumiah Korban Beomcans yang
mendapaikam Felavaman Dukungan

Falkssa 1

Jumilah Kerban Bencana yang
memdapatkans Fols yans
Dukun
ralkss o

Felayanam Dukungasn Fslkosssinl
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TABEL 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ dan Pendanaan (tc.27)

Indikator Kinerja Tujuan, EL’;::::::‘E: TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondis Kineapada ot priode | e
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Oj::::;‘a;"”}f;":m Aval 05 T W T 7 I Pz Renstra Dinas Sosial PerangatDaerah | Loksi
(Output) P"e;‘;;;‘“" Target Rupizh ‘ Target ‘ Rupizh ‘ Target ‘ Rupizh | Target Rupizh ‘ Target ‘ Rupizh ‘ Target ‘ Rupizh Target Rupizh Penanggung javeh
[ 2 3 5 6 7 9 0
< <
Terwujudnya clgle|s| B
[Kesejanteraan Sosial HEIEI R
EHERIEIR- Sosial Masyarakat
asyarakat HIHEIE
: 3
Masil Penilaian
Meningkatnya kuntabiltas Kinerja OPD
IAantabiias oleh Inspektorat Kota
Kinerja Sosial |Bandar Lampung (Nilai
Sakip OPD)
Cakupan Pemenuhan
Program Penunjang | Penunjan Bandar
1{06] 01 Urusan Pemerintah nuniang 0% | %% 6,520.168.268,00 8% 671563890228| %% 7.069.30407440 8% 50034577 9% TAMIBIR0 | B% TH4960914%5 |  98% 262041755620 | Dinas Sosia
Daerah Urusan Pemerintahan Lampung
[Bidang Sosial
[Presentase Pemenuhan
Perencanaan,
Penganggaran dan [RRCIRIE) Bandar
| gt Pnoanggarn dan 0% | %% 45579.431,00 8% wauesT| 8% 5242086119 %% 550090428 98% 759946 %% 0636043  98% QM50 DinasSosal |
IDaerah [Evaluasi Kinerja Perangkat pung
Daerah yang Berkualitas
Perencanaan, dan [Jumlah Dokumen Bandar
000t g Peranglat 5 5 45579.431,00 5 weuen| 5 5242086119 5 50090424 5 S804 5 06836043 5 32144452502 | Dinas Sosial
Evaluasi Perangkat Lampung
(Daerah
Daerah
dministrasi Pelayanan Administrasi Bandar
22| [Keuangan Perangkat Km:':ga" 0% | %% 4057.328311,00 8% 426019472655 %% 447320446288 8% 469686468602 98% AnIIN3R | %% 57820031634 %% aaTsmast| Dnessosal || HE
daerah
[Jumlah Orang yang Bandar
o001 Menerima Gaji dan ) n 398616831100 u 48547672655 % 43047505628 ] g apsonass|  n SOABING| % 2SI | DinasSosial | 20
Tunjangan ASN pung
Jumizh Dokumen
003 Penatausahaan dan 100% 98% 71.160.000,00 8% 471800000 98% 78.453.900,00 98% Q237650500 98% 8649542475 98% 082019599  98% 48402411574 | Dinas Sosial L:;’:f;g
gui
Keuangan SKPD
Administrasi Presentase Peningkatan .
25 i Kapasitas 1 [ 20000.000,00 2 200000000 12 2205000000 [ BIR200| 12 u30150| 12 BB 12 13603825625 |  Dinas Sosial
Lampung
|Perangkat daerah |Aparatur
[Jumlah Pegawai
0009 [Berdasarkan Tuges Dan 5 5 20000.000,00 5 210000000 5 20000000 5 BIR0| 5 na0150| 5 BEBEB| 5 13603825625 |  Dinas Sosial Bandar
Fungsi Yang Mengikut Lampung
Pendidikan Dan Pelatihan
g0 [Administrasi Unum - Presentase Pemenuhan 0% | 9% 38.934.991,00 8% 358174055 | 98% 373675.821,58 %% 123506189 | 98% HMIOTIENN | %% 5640 B% 230540625789 | Dinas Sosial Bancar
Perangkat daerah  [Kebutuhan Dasar OPD g shab e S S S R S Lampung
Jumizh Paket Komponen
Instalasi Bandar
000t ListikPenerangan 1 1 8.998.53400 1 ousa6070| 1 092088374 1 a2 1 nwrmz| 1 Mmas46303| 1 002371 DinasSosial | B
Bangunan Kantor yang ampung
Diseciakan
Jumizh Paet Peralatan Bandar
0002 dan Perlengkapan 1 1 .390553,00 1 546008085 1 45.635.084,68 1 aoumse| 1 03104758 1 28259966 1 WSMITT | DinasSosial |
Kantor yang Disediakan pung
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Terwujudnya
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Sosial

Jumlah Paket Peralatan gandar
0003 Rumah Tangga yang 1 1 11.506.844,00 1 1208218620 1 1268629551 1 1B3N6029| 1 1398664080 1 106859728 1 72685084 DinasSosial | o0
Disediakan pung
o004 Tersedianya Bahan 1 1 2142355000 1 530750 1 2659621388 1 n9wOUST| 1 2032232580 1 30.788.44209 1 164.086.283,83 | Dinas Sosial Bandar
Logistik Kantor Lampung
Jumlah Paket Barang fand
0005 Cetakan dan Penggandaan 1 1 29.800.782,00 1 sa0zrti0| 1 3286528466 1 usps88| 1 %239763| 1 BOETS S| 1 WIS | DinasSosial | P
lyang Disediakan mpung
Jumlah Dokumen Bahan
0006 Bacazn dan Peraturan 1 1 5.000.000,00 1 525000000 1 551250000 1 578812500 1 607525 | 1 6.361.407,81 1 34009.56406 |  Dinas Sosial Bandar
Perundang-Undangan yang Lampung
Disediakan
0008 Jumizh Laporan Fasiltsi 1 1 22.000.000,00 1 2310000000 1 24,255,000,00 1 25.467.750,00 1 26.741.137,50 1 28.078.194,38 1 149.642.08188 |  Dinas Sosial Bandar
Kunjungan Tamu Lampung
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat . Bandar
0009 ends ) 1 1 196.105.726,00 1 0591101440 | 1 216.206.565,12 1 wrot6sn38| 1 2e367T04 | 1 25028612495 1 133389406389 | Dinas Sosial
Koordinasi dan Konsultasi Lampung
SKPD
Pemenuhan Jasa Band
07 Penunjang Kebutuhan 1 1 890.228.869,00 89022886900 1 80213630618 | 1 860.126.348,49 1 5eTRE| 1 5870660999 1 aT065000| 1 4323643.417,28|  Dinas Sosial um’;“":g
opD
Pengadaan Kendaraan Bandar
0002 Dinas Oprasional atau 1 1 580.000.000,00 1 630590373 1 518.000.020,82 1 62550009 1 [ X N6 1 22104096837 | DinasSosial | 0%
Lapangan pung
0006 Jumlzh Paket Mebel yang 1 1 149.919.438,00 1 15741540990 | 1 165.286.180,40 1 m3ss0de04t| 1 18222001389 1 19135041458 1 1.019.738.946,18|  Dinas Sosial Bandar
disediakan Lampung
Jumlah Urit Peralatan dan gandar
0006 Mesin lainnya yang 1 1 160.309.431,00 1 16832090255 1 176.741.147,68 1 1855782006 1 gy | 1 0450007108 1 109041077268 | DinasSosial | "o
disediakan Pung
Pemenuhan jasa R
08 Penunjang Kebutuhan 1 1 547.576.666,00 SATST666600| 1 4954930 | 100 603.703.274,27 1 63380843798 1 66556285088 1 6886200287 1 srassTn | Dinassosal | |
orD
\Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Bandar
0002 Komunikasi, Sumber Daya 1 1 115.576.666,00 1 213554030 | 100 121482121 1 13794378 1 0dsa 15088 1 urseegr| 1 7620529 DinasSosial | AT A
Air dan Listrik yang purg
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa gandar
0004 Pelayanan 1 1 432,000.000,00 1 45360000000 1,00 476.280.000,00 1 50000400000 1 52500870000 1 55135063500 1 290842633500 | DinasSosial |
Umum Kantor yang pung
Disediakan
F F
Pemeliharaan Barang
| [VilikDaerah Inventris kantor yang 100% %% 620.520.000,00 %% 651546.000,00 | 98% 684.123.300,00 %% 71832946500 |  98% 75424593825 |  98% 79195823516 | 98% 42072293841 |  Dinas Sosial Bandar
Penunjang Urusan [ Terpelihara Lampung
|Pemerintah Daerah
|Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau Bandar
000t Kendaraan Dinas Jabatan 1 1 40670.000,00 1 27035000 1 483867500 1 708060875 1 s 1 S1.906371,05| 1 663379408 DinasSosial | AR
yang Dipelihara dan purg
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendarazn Dinas
Operasiona atau gand
0002 Lapangan yang Dipelihara 1 1 262:190.000,00 1 2520050000 1 280.064.475,00 1 035176875 1 31869356369 1 e8| 1 176339352031 | Dinas Sosial naar
, s Lampung
|dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
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[Terwujudnya
kesejahteraan
[sosial
masvarakat

Meningkatnya
|Akuntabilitas
Kinerja Sosial

10006

[Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

17.660.000,00

18.543.000,00

19.470.150,00

20.443.657,50

21.465.840,38

22.539.132,39

120.121.780,27

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0011

[Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang

Dipeliharal atau
Direhabilitasi

300.000.000,00

315.000.000,00

330.750.000,00

347.287.500,00

364.651.875,00

382.884.468,75

2.040.573.843,75

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

PPKS yang
kebutuhan
dasarnya

(o———

Program
[Pemberdayaan
Sosial

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Sosial

100%

100%

13.631.004.159,00

14.143.120.985,25

100%

14.368.680.008,85

100%

14.746.463.540,55.

100%

14.985.792.848,43

100%

15.578.146.775,73

100%

87.453.208.317,81

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

Presentase Pelayanan
Pengelolaan
Kelembagaan Sosial

100%

100%

13.631.004.159,00

100%

14.143.120.985,25

100%

14.368.680.008,85

100%

14.746.463.540,55

100%

14.985.792.848,43

100%

15.578.146.775,73

100%

87.453.208.317,81

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

‘0001

Jumlah Orang Mendapat|
Peningkatan Kapasitas
Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
kabupaten/Kota

100%

100%

126.805.153,00

'0002|

Jumlah Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Meningkat Kapasitasnya

95%

95%

1.780.895.119,00

'0003

[Jumlah Keluarga yang
Meningkat
Kapasitasnya

Kabupaten/Kota

100%

100%

248.175.785,00

100%

248.175.785,00

100%

260.584.574,25

100%

273.613.802,96

100%

287.294.493,11

100%

301.659.217,77

100%

1.619.503,658,09

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

'0004|

|Jumlah Lembaga
Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat

Kewenangan
Kabupaten/Kota

100%

100%

11.225.128.440,00

100%

11.646.856.515,49

100%

11.842.510.504,00

100%

12.164.010.979,37

100%

12.371.696.224,35

100%

12.871.361.961,05

100%

72121.564.624,26

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

'0005|

|Jumlah Sertifikat yang
dari Hasil Peningkatan
Sumber Daya Manusia
dan Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota

100%

100%

249.999.662,00

100%

259.392.149,30

100%

262.499.645,00

100%

268.348.136,85

100%

271.636.339,26

100%

281.267.766,29

100%

1.593.143.698,70

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

Persentase PPKS yang
tertangani

0014

1.988.696.535,46

2.003.085.285,60

2.040.490.621,37

2,055.165.791,71

2.123.857.830,62

10.211.296.064,76

BARU
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Terwujudnya
kesejahteraan
sosial
masyarakat

Meningkatnya
PPKS yang
kebutuhan
dasarnya
terpenuhi

Program Presentase PPKS yang
ilitasi sosial Bantuan

100%

100%

955.000.000,00

100%

1.040.423.317,50

100%

1.052.887.500,00

100%

1.076.345.833,00

100%

1.089.534.829,00

100%

1.128.166.534,85

100%

6.342.358.014,35

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

201

[Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas [Presentase Pelayanan
Terlantar, Anak  [Rehabilitasi Lansia,
Terlantar, Lanjut  |Penyandang Cacat Dan
Usia Terlantar,  |Orang Terlantar Yang
Serta Tertangani

[Pengemis Diluar
|Panti Sosial

100%

100%

715.000.000,00

100%

750.750.000,00

00%

788.287.500,00

100%

827.701.875,00

100%

828.458.673,10

100%

845.017.089,36

100%

4.755.215.137,46

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

001

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai
ldengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota

310 Orang

115.000.000,00

500rg

120.750.000,00

50 0rg

126.787.500,00

500rg

133.126.875,00

500rg

139.783.218,75

146.772.379,69

500rg

782.219.973,44

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0002

Jumiah Orang yang
Menerima Pakaian
dan Kelengkapan
Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun
Kewenangan
Kabupaten/Kota

29 Orang

135 org

100.000.000,00

135 org

105.000.000,00

135 org

110.250.000,00

135 org

115.762.500,00

135 org

121.550.625,00

135 org

127.628.156,25

135 org

680.191.281,25

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

‘0003

Jumlah oarang yang
Imendapatkan Alat Bantu
dan Alat Bantu Peraga
Sesuai Kebutuhan
Kewenagan Kabupaten/
Kota

147 Orang

500rg

450.000.000,00

500rg

472.500.000,00

50 0rg

496.125.000,00

500rg

520.931.250,00

500rg

506.349.516,85

500rg

506.802.475,29

500rg

2.952.708.242,14

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

‘0006

[Jumlah Peserta
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta
(Gelandangan
Pengemis  dan

Kabupaten/Kota

350 0rg

50.000.000,00

350 0rg

52.500.000,00

350 0rg

55.125.000,00

350 0rg

57.881.250,00

350 0rg

60.775.312,50

350 org

63.814.078,13

350 0rg

340.095.640,63

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

‘202

[Rehabilitasi Sosial
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS
dan NAPZA di
Luar Panti Sosial

Presentase Pelayanan
Pengelolaan
Rehabilitasi Sosial

100%

100%

240.000.000,00

100%

289.673.317,50

00%

264.600.000,00

100%

248.643.958,00

100%

261.076.155,90

100%

283.149.445,50

100%

1.587.142.876,90

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0008

[Jumlah Peserta dalam
Pemberian Bimbingan
Sosial Kepada Keluarga
PPKS Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
INAPZA

110 0rg

20.000.000,00

110 0rg

21.000.000,00

110 org

22.050.000,00

110 org

23.152.500,00

1100rg

24.310.125,00

110 org

25.525.631,25

110 org

136.038.256,25

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0014

|Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Kerja
'Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan

i Sosial
Kabupaten/Kota

3 Lembaga

220.000.000,00

268.673.317,50

242.550.000,00

225.491.458,00

236.766.030,90

257.623.814,25

1.451.104.620,65

Dinas Sosial

Bandar
Lampung




[Terwujudnya

sosial
masyarakat

Meningkatnya
Kemandirian
Sosial
Masyarakat

Program
Perlindungan dan
| Jaminan Sosial

Presentase Penyandang
Cacat Fisik dan Mental,
serta Lanjut Usia Tidak
Potensial yang telah
Menerima Jaminan
Sosial

100%

100%

13.395.247.653,00

100%

13.898.507.107,32

14.065.010.035,65

100%

14.378.378.459,24

100%

14.554,563.807,46

100% 15.070.625.903,68 |  100% 85.362.332.966,35

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

Pengelolaan Data
Fakir Miskin
(Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Pelayanan Pengelolaan
Pendampingan PKH
Dan Data PPKS PSKS

100%

100%

13.395.247.653,00

100%

13.898.507.107,32

100%

14.065.010.035,65

100%

14.378.378.459,24

100%

14.554,563.807,46

100% 15.070.625.903,68 |  100% 85.362.332.966,35

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0001

Jumlah Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota yang
didata

126

250.734.918,00

126

250.734.918,00

126

263.271.663,90

126

276.435.247,10

126

290.257.009,45

126 304.769.859,92 126 1.636.203.616,37

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0002

Jumlah Keluarga yang
Mendapatkan
Pengentasan Fakir
Miskin Kabupaten/Kota

26870

26870

3.243.428.405,00

26870

3.243.428.405,00

26870

3.405.599.825,25

26870

3.575.879.816,51

26870

3.754.673.807,34

26870 3.942.407.497,71| 26870 21.165.417.756,81

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0003

Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat yang
Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

86196

128148

9.901.084.330,00

128148

10.404.343.784,32

128148

10.396.138.546,50

128148

10.526.063.395,63

128148

10.500.632.990,67

128148 10.823.448.546,05| 128148 62.560.711.593,18

Dinas Sosial

BARU

Program
Penanganan
Bencana

Presentase Korban
Bencana yang Menerima)
Bantuan Sosial selama
Masa Tanggap Darurat

100%

100%

1.228.912.990,00

100%

1.275.083.251,03

1.290.358.640,00

100%

1.319.107.829,53

100%

1.335.271.507,44

100% 1.382.616.314,35|  100% 7.831.350.532,36

Dinas Sosial

Lampung

201

Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam dan
Sosial

Pelayanan Pengelolaan
Bantuan Korban
Bencana Alam dan
Bencana Sosial

100%

100%

1.228.912.990,00

100%

1.275.083.251,03

100%

1.290.358.640,00

100%

1.319.107.829,53

100%

1.335.271.507,44

100% 1.382.616.314,35|  100% 7.831.350.532,36

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

0001

Jumiah Orang yang
Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari
dalam Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

1250

12439

1.125.420.989,00

12439

1.471.591.250,03

12439

1.181.692.038,95

12439

1.205.007.898,43

12439

1.215.466.579,78

12439 1.256.821.140,31 | 12439 7.155.999.896,51

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

*0002|

Jumlah orang yang
mendapatkan Pakaian
dan Perlengkapan
lainnya yang tersedia
pada masa tanggap
darurat (Pengungsian)
dan Pasca Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota

200

400

54.457.920,00

400

54.457.920,00

400

57.180.816,00

60.039.856,80

400

63.041.849,64.

400 66.193.942,12 400 355.372.304,56

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

*0003|

Jumlah Tempat
Penampungan
Pengungsi Kewenangan
Kabupaten / kot

23.969.576,00

23.969.576,00

125.168.054,80

26.426.457,54

21.741.780,42

2 29.135.169,44 2 156.416.614,19

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

*0005|

Jumlah Korban Bencanal
yang mendapatkan
Pelayanan Dukungan
Psikososial

200

400

25.064.505,00

400

25.064.505,00

400

26.317.730,25

27.633.616,76

400

29.015.297,60

400 30.466.062,48 400 163.561.717,09

Dinas Sosial

Bandar
Lampung

JUMLAH

35.730.333.070,00

37.072.773.563,39

37.846.240.258,90

38.835.316.008,09

39.360.488.045,13

40.764.516.443,56. 229.618.667.389,07

Bandar Lampung,
Kepala Dinas Sosial

a Tk. | (IV/b)

Januari 2025

.19740615 199703 1 003




Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

2

3

4

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
sosial

Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan kemampuan
kompetensi sumber
kesejahteraan sosial
keluaraga kewenangan
kabupaten/kota

PeningKatan
kemampuan potensi
sumber kesejahteraan
sosial kelembagaan
masyarakat
kewenangan
kabupaten/kota

Peningkatan Kemampuan

PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL
(SPM)

Presentase
PMKS yang
memperoleh
bantuan

Penyediaan permakanan

Penyediaan sandang

Penyediaan Alat Bantu

Pemberian Bimbingan
Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat

Presentase
pelayanan
pengelolaan
rehabilitasi
sosial

Pemberian Bimbingan
Sosial Kepada Keluarga
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA
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KEGIATAN /

NO | PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KET
1 2 3 4 5]
Kerja Sama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Kabupaten/Kota
3 |PROGRAM Presentase Pendataan Fakir Miskin
PERLINDUNGAN penyandang Cakupan Daerah

JAMINAN SOSIAL

cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia
tidak potensial

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota
yang telah — -
menerima Fasﬂl.tas1 Bantuan Sosial
jaminan sosial Kesejahteraan
Keluarga
4 |PROGRAM Presentase Penyediaan makanan
PENANGANAN Korban P di
BENCANA (SPM) Bencana yang |.o 0. aan
. Sandang
menerima Penyediaan Tempat
bantuan sosial Y P
selama masa Penampungan
Pengungsi
tanggap
darurat Pelayanan . .
Dukungan Psikososial
4.5 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Indikator Kinerja Dinas sosial Kota Bandar Lampung yang mengacu pada
tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 terdapat pada Tabel Table
4.4 dan Table 4.5:
Table 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah
NO PROGRAM OUTCOME Sgg%%é‘sg‘ 1<N KET
PRIORITAS
1 2 3 4 S
1 |PROGRAM Peningkatan Peninekatan Kemambuan
PEMBERDAYAAN |kapasitas Pe & ;1 € sa ,j‘;ﬂa .
SOSIAL kelembagaan otens1 Pekerja Sosi asyarakat
sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM
PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KET

2

3

4

Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan kemampuan
kompetensi sumber
kesejahteraan sosial keluaraga
kewenangan kabupaten/kota

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SOSIAL

Peningkatan
kapasitas
kelembagaan sosial

PeningKatan kemampuan
potensi sumber kesejahteraan
sosial kelembagaan
masyarakat kewenangan
kabupaten/kota

Peningkatan
Kemampuan

PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL (SPM)

Presentase PMKS

yang
memeperoleh
bantuan

Penyediaan permakanan

Penyediaan
sandang

Penyediaan Alat
Bantu

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

Presentase
pelayanan
pengelolaan
rehabilitasi sosial

Pemberian Bimbingan Sosial
Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA

Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota.
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KEGIATAN
NO PROGRAM OUTCOME SUBKEGIAT /(N KET
PRIORITAS
1 2 3 4 5
3 |PROGRAM Presentase Penataan Fakir Miskin
PERLINDUNGAN [penyandang cacat |Cakupan Daerah
JAMINAN SOSIAL [fisik dan mental, Kabupaten/Kota
serta lanjut usia
tidak p(l)tinmal Pengelolaan Data Fakir Miskin
yang t,e a L Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
menerima jaminan
sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan
Keluarga
PROGRAM Presentase Korban |Penyediaan makanan
PENANGANAN Bencana yang Penvediaan
BENCANA (SPM) |menerima Bantuan Y
. Sandang
Sosial selama masa X
Penyediaan Tempat Penampungan
tanggap darurat .
Pengungsi
Pelayanan
Dukungan Psikososial
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
No Indikator SATUAN TARGET TAHUN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1
Persentase PPKS
yang kebutuhan |Persen 90 90 90,1 90,3 90,5 90,5
dasarnya
terpenuhi
2 Persentase
Peninglkatan Persen 90 90 90,1 90,3 90,5 90,5
Jumlah PPKS ’ ’ ’ ’
yang menjadi
mandiri
Table 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Target Capaian
NO |  INDIKATOR Satuan |G e 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | FET
IKU (Indikator Kinerja Utama)
1 | Persentase PPKS | po . (on | 90 90 | 90,1 | 90,3 90,5 | 90,5
yang tertangani
Indikator kinerja Perangkat Daerah
2 Presentase
‘ﬁ’ah‘?‘na Persen | 100 | 100 | 100 100 100 100
esejateraan
social berbasis
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masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan
sarana prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial

3 Persentase

korban bencana
yang menrima
bantuan social
selama masa
tanggap darurat

Persen

100

100 100 100 100 100

4 Persentase

korban bencana
yang dievaluasi
dengan
mengutamakan
sarana prasarana
tanggap darurat
lengkap

Persen

100

100 100 100 100 100

5 Persentase

penyandang
cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia tidak
potensial yang
telah menerima
jaminan sosial

Persen

20

21 22 23 24 24

Tabel 4.7 Rumus Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

NO INDIKATOR SATUAN CARA PERHITUNGAN
1 Persentase PPKS | Persen Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
yang Tertangani Jumlah Seluruh PPKS x 100 %
2 Program Persen Jumlah PPKS yvang terpenuhi kebutuhan dasarnya < 100 9%
Rehabilitasi Jumlah Seluruh PPKS
Sosial SPM Persen Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang
menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos o
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun x100%
yang seharusnya menyediakan sarana prasrana
pelayanan kesos skala
3 | Program Persen Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak
Perlindungan potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahmxmoq
dan Jaminan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia
Sosial tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial
dalam 1 (satu) tahun
4 Program Persen Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun
Penanganan Jumlah PMKS dalam 1 tahun x100f%
Bencana (SPM) yang seharusnya memperolah bantuan sosial
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NO INDIKATOR SATUAN CARA PERHITUNGAN

Persen Jumlah korban bencana
dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam | tahun
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi
dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala

x100%

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK):

1.

IKU: Persentase PPKS yang tertangani

Satuan: Persen

Target: 2025-2030: 90, 90, 90.1, 90.3, 90.5, 90.5

Cara Perhitungan: Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +
Jumlah seluruh PPKS x 100%

Uraian: Indikator ini mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah mampu
menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni yang

telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak.

.IKK: Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

Satuan: Persen

Target: 2025-2030: 100% setiap tahun

Cara Perhitungan: Jumlah WKBSM yang menyediakan sarpras + Jumlah
WKBSM yang seharusnya menyediakan sarpras X 100%

Uraian: Mengukur cakupan fasilitas pelayanan sosial berbasis masyarakat

yang aktif menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

.IKK: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama

masa tanggap darurat

Satuan: Persen

Target: 2025-2030: 100% setiap tahun

Cara Perhitungan: Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial +

Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial x 100%
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4.

Uraian: Menunjukkan efektivitas penanganan darurat terhadap korban

bencana dengan pemberian bantuan sosial secara cepat dan tepat.

IKK: Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan sarana
prasarana tanggap darurat lengkap

Satuan: Persen

Target: 2025-2030: 100% setiap tahun

Cara Perhitungan: Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan
sarpras lengkap + Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi
x 100%

Uraian: Indikator ini menunjukkan kualitas evakuasi korban bencana,

menekankan pada penggunaan sarpras tanggap darurat yang lengkap.

IKK: Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia
tidak potensial yang menerima jaminan sosial

Satuan: Persen

Target: 2025-2030: 20, 21, 22, 23, 24, 24

Cara Perhitungan: Jumlah disabilitas & lansia tidak potensial yang
menerima jaminan sosial + Jumlah yang seharusnya menerima X 100%
Uraian : Mengukur akses kelompok rentan terhadap perlindungan

sosial berupa jaminan sosial.
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BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung tahun 2025-2029 ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen
dimaksud. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini tetap mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA
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